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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana terhadap anak
pelaku pembunuhan berencana dan Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum
terhadap anak pelaku pembunhan berencana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini
dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang
menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang
berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan
berlaku.

Hasil penelitian menunjukan Tanggung jawab pidana terhadap anak yang
melakukan tindak pidana akan dilihat dari aturan yang diatur dalam KUHP maupun di
luar KUHP. Jika di dalam KUHP diatur dalam pasl 10 KUHP. Menurut Pasal 10 KUHP
hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri
dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan
hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman
tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu
dan pengumuman keputusan hakim. Bentuk tanggung jawab pidana kepada anak yang
melakukan tindak pidana dalam UU Nomor 11 tahun 2012 termaktub dalam Bab V mulai
dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 tentang pidana dan tindakan. Tnggung jawab
pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dapat
dilihat dari total maksimum pidana orang dewasa maka untuk anak akan dikenakan sanksi
pidana penjara selama -/+ 7,5 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini tampak bahwa
perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ditentukan sebagai berikut: 1).
Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali jika ada alasan dan
aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak. 2). Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan
berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.
3). Berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan
hukuman yang tidak manusiawi. 4). Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak
dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. 5). Penangkapan,
penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang
berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. 6). Setiap anak yang
dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan
memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus
dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
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PENDAHULUAN

Masyarakat kita terdiri dari beberapa susunan, dari anak-anak, remaja, dan orang
dewasa. Anak sebagai generasi muda inilah yang nantinya diharapkan mampu membawa
masa depan bangsa ke arah yang lebih baik danmenjadi tumpuan bagi generasi
sebelumnya. Oleh karena itu dalam usaha menciptakan kelangsungan hidup bangsa
diperlukan adanya suatu pembinaan terhadap arah secara kontinyu demi kelangsungan
hidup, pertumbuhan dan perkembangannya.

Fakta-fakta sosial yang sering terjadi belakangan ini dalam kehidupan
bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait oleh anak, dimana dalam kehidupan
sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut, kita dihadapkan lagi dengan
permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Kejahatan menurut non hukum atau kejahatan menurut aliran sosiologis
merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun
masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki
pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian
dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang
kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan
kejahatan. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya
kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi
oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan
tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun
kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam
undang-undang pidana.

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa
dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum
dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak,
selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap
anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.

Sanksi pidana terhadap Anak Nakal, menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan.
Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana
pengawasan, sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang
tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Selain pidana, anak yang melakukan pidana juga
dapat diberikan tindakan dikembalikan kepada orang tua, diserahkan kepada Negara, atau
departemen sosial.

Agar dapat terwujudnya suatu tata cara pemeriksaan anak di depan Pengadilan
diperlukan beberapa lembaga dan perangkat hukum yang mengatur tentang anak serta
dapat menjamin pelaksanaanya dengan berasaskan keadilan, salah satunya adalah
perangkat undang-undang tentang tata cara pemeriksaan anak.

PEMBAHASAN

Penjatuhan pidana khususnya pidana penjara oleh hakim mengakibatkan jatuhnya
sanksi atau hukuman terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum maka
pertimbangan dari petugas kemasyarakatan baik dari pembimbing kemasyarakatan dari
Departemen Kehakiman, petugas kemasyarakatan dari Departemen Sosial dan petugas
sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan. Fungsi dan peran petugas kemasyarakatan
sebagai orang yang memberikan pertimbangan dan laporan dari petugas kemasyarakatan
melihat latar belakang baik sosial, keluarga dan ekonomi dari keluarga dan lingkungan
dari anak nakal yang kasusnya sedang diproses peradilan pidananya..



Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan
pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak™ mesti
dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa,
sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak
dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Fungsi Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan
lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang
diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus
menyangkut perkara anak. Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin
pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan
masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim
melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran
peristiwa yang diajukan kepadanya.

Tanggung jawab pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana akan
dilihat dari aturan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Jika di dalam KUHP
diatur dalam pasl 10 KUHP. Menurut Pasal 10 KUHP hukuman itu terdiri dari hukuman
pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman
penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu,
hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa:
pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman
keputusan hakim. Bila melihat dari ketentuan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak tidak sesuai dengan KUHP tetapi sanksi terhadap anak yang
melakukan tindak pidana terdapat dalam Pasal 71 sampai 81, Dalam Pasal 71 pada
intinya menjelaskan mengenai pidana-pidana pokok yang diterima oleh anak yang
melakukan tindak pidana termasuk jenis pidana pokok pelatihan kerja yang diatur dalam
Pasal 78 dan pembinaan dalam lembaga yang diatur dalam Pasal 80 serta pidana penjara
yang diatur dalam Pasal 81 , dalam Pasal 72 hanya mencakup pidana peringatan yang
merupakan pidana ringan , mengenai syarat-syarat pidana sudah diatur dalam pasl 73
sampai Pasal 77 yang menjelaskan mengenai persyaratan pidananya.

Pemberian sanksi pidana kepada anak haruslah mempertimbangkan kepentingan
terbaik bagi anak di masa mendatang atau di masa depan. Tidak menutup kemungkinan
seorang anak memiliki niat untuk melakukan sesuatu apalagi di era seperti saat ini
seorang anak bisa saja melakukan apa yang dilakukan orang dewasa dalam konteks
positif maupun negatif. Anak saat ini pikirannya tidak sesuai dengan umurnya sehingga
dapat dikatakan sebenarnya anak telah mampu untuk membedakan benar ataupun salah.
Niat bisa jadi telah ada pada saat sebelum seorang anak melakukan suatu tindak pidana.

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, atau yang
dikenal dengan istilah pembunuhan yang direncanakan. Unsur penting dalam tindak
pidana pembunuhan yang direncanakan adalah unsur obyektif yaitu menghilangkan jiwa
orang lain dengan perbuatan direncanakan terlebih dahulu. Timbulnya maksud untuk
membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan
tenang memikirka misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan
dilakukannya. Bentuk tanggung jawab pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana
dalam UU Nomor 11 tahun 2012 termaktub dalam Bab V mulai dari Pasal 69 sampai
dengan Pasal 83 tentang pidana dan tindakan.

KESIMPULAN

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab
anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat
dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak



dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia
untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan
dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa.
Tanggung jawab pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana akan dilihat dari
aturan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Jika di dalam KUHP diatur
dalam pasl 10 KUHP. Menurut Pasal 10 KUHP hukuman itu terdiri dari hukuman pokok
dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara
yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman
kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan
beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.
Bentuk tanggung jawab pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dalam UU
Nomor 11 tahun 2012 termaktub dalam Bab V mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal
83 tentang pidana dan tindakan.
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